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ABSTRAK 

Chita Dewi Julyanti 8105162906. Laporan Praktik Kerja Lapangan Pada 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Jakarta. Jakarta: 

Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, 2018. 

Praktik Kerja Lapangan ini dilakukan di Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan, Jalan Pramuka  No.33 – Jakarta Timur. 

Kegiatan Praktek Kerja Lapangan ini berlangusng selama kurang lebih 

dua bulan  terhitung pada  tanggal 09 Juli 2018 sampai dengan 31 Agustus 

2018. Praktikan ditempatkan di Biro Keuangan bagian Perbendaharaan. 

Praktik Kerja Lapangan ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa 

dalam menghadapi persaingan dunia kerja yang dituntut untuk memiliki 

kemampuan yang unggul dalam hal akademis maupun soft-skill yang dapat 

menambah nilai diri.  

 

Penulisan laporan ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat 

akademik untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan pada jurusan 

Ekonomi dan Administrasi Universitas Negeri Jakarta.Penulisan laporan 

ini menguraikan manfaat serta tujuan dari Praktik Kerja Lapangan (PKL), 

diantaranya menjalin kerja sama antara pihak – pihak yang terlibat, yaitu 

perguruan tinggi dengan instansi tempat praktik mahasiswa, 

mengaplikasikan ilmu yang didapat di perkuliahan, serta mendapatkan 

umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum yang sesuai dengan 

kebutuhan di dunia kerja dan tuntutan perkembangan zaman.  

 

Pada masaa Praktik Kerja Lapangan, Praktikan mengalami beberapa 

kendala dalam amelaksanakan tugas kerja yang diberikan. Namun dengan 

bantuan rekan, dan pembimbing PKL, maka kendala tersebut dapat diatasi. 

Dengan begitu, praktikan dapat mengerjakan tugas yang diberikan 

pembimbing dengan mudah. Dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

dapat disimpulkan bahwa praktikan mendapat tambahan wawasan 

pengetahuan yang lebih luas mengenai dunia kerja yang sesungguhnya, 

serta dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan disiplin yang tinggi 

terhadap tugas yang diberikan. 
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akademik dalam menyelesaikan studi pada Konsentrasi Pendidikan 
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Universitas Negeri Jakarta.  
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9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu 

yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan 

Dalam mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan dalam dunia kerja yang 

dituntut untuk memiliki kemapuan yang unggul dalam hal akademis maupun soft-skill 

yang mampu menambah nilai dan potensi diri. Untuk itu Program studi Pendidikan 

Ekonomi konsentrasi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Jakarta mewajibkan 

mahasiswanya untuk melaksanakan Pratek Kerja Lapangan (PKL) sebagai salah satu 

syarat akademik perkuliahan. Program PKL ini diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan akademis maupun soft-skill para mahasiswanya. Tujuan utama dari PKL 

ini adalah untuk memfasilitasi Mahasiswa untuk mendapatkan kesempatan belajar 

didunia kerja yang sebenarnya. Kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk 

mengaplikasikan teori yang dipelajari didalam kelas ke dalam dunia nyata. 

Aktivitas pelaksanaan Pratek Kerja Lapangan dilakukan pada Badan Pengawasan 

Keungan Dan Pembangunan, yang didasarkan pada rasa keingintahuan tentang 

aktivitas di Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. Selanjutnya penulis 

ditempatkan pada Biro Keuangan bagian perbendaharaan, dengan ditempatkan pada 

biro ini, maka penulis dapat mengetahui gambaran secara keseluruhan mengenai 

aktivitas transaksi keuangan apa saja yang dilakukan oleh Badan Pengawasan 

Keuangan Dan Pembangunan .Penulis juga dapat memahami penjelasan mengenai hal-

hal yang bersangkutan dengan perbendharaan,perpajakan, dan serta dapat memahami 

tentang bukti transaksi yang dibuat oleh biro Keuangan. 

 

B. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

 

Maksud Praktik Kerja Lapangan : 
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1) Mempelajari bidang kerja akuntan dibiro keuangan bagian perbendaharaan  

 

2) Mendapatkan pengalaman kerja sesuai latar belakang pendidikan 

 

3) Menambah pengetahuan dan pengalaman langsung didunia kerja 

 

4) Mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki kedunia kerja 

 

Tujuan Praktik Kerja Lapangan : 

 

1) Menyelesaikan salah satu mata kuliah di Universitas Negeri Jakarta  

 

2) Menerapkan teori yang dipelajari dalam kegiatan perkuliahan 

 

3) Mendapatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman bekerja didunia kerja yang 

dapat dijadikan dasar karir yang ingin dicapai mahasiswa. 

 

B. Manfaat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

 

Manfaat bagi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta 

 

1) Sebagai media untuk mengetahui persamaan maupun perbedaan dari ilmu yang 

didapat dari proses perkuliahan dan kenyataannya didunia nyata; dan
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2) Mengetahui kehidupan didunia kerja dan budaya di organisasi keuangan 

pemerintah Indonesia sehingga dapat menyesuaikan diri dan mempersiapkan 

diri jika nanti memasuki dunia kerja. 

 

Manfaat bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

 

1) Sebagai media bagi universitas Negeri Jakarta untuk terus meningkatkan 

kualitas akademiknya melalui masukan yang datang dari para mahasiswa yang 

telah melaksanakan program PKL; 

2) Menumbuhkan citra positif di Badan Pengawasan Dan Keuangan 

Pembangunan atau instansi yang bersangkutan sehingga dapat memberi respon 

yang baik untuk para alumni Universitas Negeri Jakarta ketika perekrutan 

karyawan suatu saat nanti; 

3) Dapat menjadi jembatan bagi para mahasiswa yang ingin melaksanakan 

Praktek Kerja Lapangan di perusahaan/instansi terkait pada periode berikutnya; 

dan 

4) Meningkatkan hubungan baik da kerjasama antara lembaga pendidikan dengan 

perusahaan/intansi yang terkait pada masa yang akan datang. 

 

Manfaat bagi Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan 

 

1) Mendapatkan bantuan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk membantu 

pekerjaan yang membutuhkan SDM lebih tanpa harus melakukan perekrutan 

karyawan; 

2) Dapat menciptakan hubungan baik dengan lembaga pendidikan untuk 

mendukung terciptanya kerja sama yang saling menguntungkan; dan
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3) Sebagai salah satu sumber informasi untuk perekrutan Sumber Daya 

Manusia yang berkualitas dimasa yang akan datang. 

 

 

C. Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

(Gambar 1.1 Logo BPKP) 

Kegiatan Magang/Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan di Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan Kantor Pusat Jakarta, bertempat di Jl. Pamuka Raya 

No.33 Jakarta Timur. Aktivitas kegiatan Praktek Kerja Lapangan di Biro Keuangan 

bagian Perbendaharaan.. 

Alasan praktikan memilih BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sebagai 

tempat Praktik Kerja Lapangan adalah:   

Melihat bahwa BPKP DKI Jakarta yang merupakan instansi pusat yang memegang 

roda pengawasan keuangan dan pembanguanan di bidang Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta. 

Praktikan tertarik untuk mengeksplorasi lebih mendalam terkait proses 

pengawasan keuangan dan pembanguan di bidang pemerintahan, sesuai dengan 

wawasan mata kuliah Akuntansi yang telah praktikan pelajari.Dengan letaknya 

kantor yang strategis dan merupakan lokasi dengan banyak sarana transportasi, 

praktikan mudah melakukan mobilisasi ke kampus dan ke rumah secara efektif.   

 

D. Jadwal Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

 

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan dimulai pada tanggal 09 Juli 2018 sampai 

dengan 31 Agustus 2018 dengan total 40 hari kerja. Pelaksanaan aktivitas Praktek 

Kerja Lapangan penulis adalah hari Senin – Jumat pukul 08.00 s.d 16.30. 
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Tabel 1.1 

Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

 

N
o

m
o

r 

Nama 

Tahap 

Kegiatan 

Waktu Pelaksanaan 

Mei Juni Juli Agustus September 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Persiapan 
  

                  

2 Pelaksanaa 

N 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
    

3 Pelaporan                   
  

Sumber : Data di olah oleh praktikan 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM BADAN PENGAWASAN KEUANGAN 

DAN PEMBANGUNAN 

 

A. Sejarah Singkat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

  

 Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak 

dapat dilepaskan dari sejarah panjang perkembangan lembaga pengawasan sejak 

sebelum era kemerdekaan. Dengan besluit Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936 

secara eksplisit ditetapkan bahwa Djawatan Akuntan Negara (Regering 

Accountantsdienst) bertugas melakukan penelitian terhadap pembukuan dari 

berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu. Dengan demikian, dapat 

dikatakan aparat pengawasan pertama di Indonesia adalah Djawatan Akuntan 

Negara (DAN). Secara struktual DAN yang bertugas mengawasi pengelolaan 

perusahaan negara berada di bawah Thesauri Jenderal pada Kementerian Keuangan. 

Dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961 tentang Instruksi bagi Kepala 

Djawatan Akuntan Negara (DAN), kedudukan DAN dilepas dari Thesauri Jenderal 

dan ditingkatkan kedudukannya langsung di bawah Menteri Keuangan. DAN 

merupakan alat pemerintah yang bertugas melakukan semua pekerjaan akuntan 

bagi pemerintah atas semua departemen, jawatan, dan instansi di bawah 

kekuasaannya. Sementara itu fungsi pengawasan anggaran dilaksanakan oleh 

Thesauri Jenderal. Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966 

dibentuklah Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN) pada 

Departemen Keuangan. Tugas DDPKN (dikenal kemudian sebagai DJPKN) 

meliputi pengawasan anggaran dan pengawasan badan usaha/jawatan, yang semula 

menjadi tugas DAN dan Thesauri Jenderal. DJPKN mempunyai tugas 

melaksanakan pengawasan seluruh pelaksanaan anggaran negara,anggaran daerah, 

dan badan usaha milik negara/daerah. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70 

Tahun 1971 ini, khusus pada Departemen Keuangan, tugas Inspektorat Jendral 

dalam bidang pengawasan keuangan negara dilakukan oleh DJPKN. 
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Dengan diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 

Mei 1983. DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP, sebuah lembaga pemerintah 

non departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung 

kepada Presiden. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden 

Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP adalah diperlukannya badan atau lembaga 

pengawasan yang dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami 

kemungkinan hambatan dari unit organisasi pemerintah yang menjadi obyek 

pemeriksaannya. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tersebut menunjukkan 

bahwa Pemerintah telah meletakkan struktur organisasi BPKP sesuai dengan 

proporsinya dalam konstelasi lembaga-lembaga Pemerintah yang ada. BPKP 

dengan kedudukannya yang terlepas dari semua departemen atau lembaga sudah 

barang tentu dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan obyektif. 

Tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali 

diubah,terakhir dengan Peraturan Presiden No 64 tahun 2005. Dalam Pasal 52 

disebutkan, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang 

pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Pendekatan yang dilakukan BPKP diarahkan lebih bersifat preventif atau 

pembinaan dan tidak sepenuhnya audit atau represif. Kegiatan sosialisasi, asistensi 

atau pendampingan, dan evaluasi merupakan kegiatan yang mulai digeluti BPKP. 

Sedangkan audit investigatif dilakukan dalam membantu aparat penegak hukum 

Untuk menghitung kerugian keuangan negara.Pada masa reformasi ini BPKP 

banyak mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota 

Kesepahaman dengan pemda dan departemen/lembaga sebagai mitra kerja BPKP. 

MoU tersebut pada umumnya membantu mitra kerja untuk meningkatkan 

kinerjanya dalam rangka mencapai good governance. 

Sesuai arahan Presiden RI tanggal 11 Desember 2006, BPKP melakukan 

reposisi dan revitalisasi fungsi yang kedua kalinya. Reposisi dan revitalisasi BPKP 

diikuti dengan penajaman visi, misi, dan strategi. Visi BPKP yang baru adalah 
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"Auditor Intern Pemerintah yang Proaktif dan Terpercaya dalam 

Mentransformasikan . 

Manajemen Pemerintahan Menuju Pemerintahan yang Baik dan 

Bersih".Pada akhir 2014, sekaligus awal pemerintahan Jokowi, peran BPKP 

ditegaskan lagi melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. BPKP berada dibawah dan bertanggung 

jawab langsung kepada Presiden dengan tugas menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan 

nasional. 

Selain itu Presiden juga mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia 

Nomor  9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern 

dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka 

Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dengan menugaskan Kepala Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawasan 

dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan 

efektivitas anggaran pengeluaran negara/ daerah, meliputi: a. audit dan 

evaluasiterhadap pengelolaan penerimaan pajak, bea dan cukai; b. audit dan 

evaluasi terhadap pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Instansi 

Pemerintah, Badan Hukum lain, dan Wajib Bayar; c. audit dan evaluasi terhadap 

pengelolaan Pendapatan Asli Daerah; d. audit dan evaluasi terhadap pemanfaatan 

aset negara/ daerah; e. audit dan evaluasi terhadap program/kegiatan strategis di 

bidang kemaritiman, ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur, 

pendidikan, dan kesehatan; f. audit dan evaluasi terhadap pembiayaan 

pembangunan nasional/daerah; g. evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian 

intern dan sistem pengendalian kecurangan yang dapatmencegah, mendeteksi, dan 

menangkal korupsi; h. audit investigatif terhadap penyimpangan yang berindikasi 

merugikan keuangan negara/daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang 

efektif; i. audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan 

pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundangan. 

 

B. Visi, Misi, Nilai, Motto, Tujuan dan Sasaran Startegis BPKP 
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Visi BPKP : 

Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan 

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional 

Misi BPKP : 

1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan 

keuangan dan pembangunan nasional guna mendukung tata kelola 

pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif 

2. Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang 

efektif 

3. Mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang 

profesional dan kompeten. 

Nilai-Nilai BPKP (PIONIR) : 

1. Profesional 

2. Integritas 

3. Orientasi Pengguna 

4. Nurani dan Akal Sehat Independen 

5. Responsibel 

 

MOTTO : 

"Kawal Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan 

TUJUAN DAN SASARAN STARTEGIS : 

1. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan 

Pemnbangunan Nasionalyang Bersih dan Efektif. 

2. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian  Intern 

Pemerintah; dan 

3. Peningkatan  Kapabitas Pengawasan intern Pemerintah yang Profesional 

dan Kompeten. 

 

C. Struktur Organisasi BPKP 
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Dengan pertimbangan untuk meningkatkan  fungsi pengawasan intern dan kualitas 

sistem pengendalian intern, Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 

192 tahun 2014 yang ditandatangani pada 31 Desember 2014, telah menyempurnakan 

organisasi BPKP Dalam menjalankan tugasnya Kepala BPKP dibantu oleh dua unit 

kerja utama, yaitu Unit Kerja Kedeputian/Sekertarias Utama dan Unit Kerja Pusat. Unit 

kerja Kedeputian/Sekertarias Utama terdiri dari 1 Sekertariat Utama yang membawahi 

5 biro, dan terdiri dari 5 Deputi. Unit kerja Pusat terdiri dari 1 inspektorat dan 4 Pusat 

Unit. Seperti yang ditampilkan bagan struktur organisasi BPKP dibawah ini: 

(Gambar 2.2 Struktur Organisasi BPKP) 

Serta 5 biro yang berada langsung dibawah Sekertariat Utama ditampilkan dalam bagan 

dibawah ini: 

 

(Gambar 2.2 Bagan Struktur Sesma BPKP) 

 

D. Kegiatan Umum BPKP  
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Kegiatan pembangunan pengawasan yang dilakukan oleh BPKP, merupakan 

bagian dari pembangunan bidang aparatur dan hukum, yaitu membuat pemerintah 

selalu hadir dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, 

demokratis dan terpercaya, serta agenda prioritas keempat RPJMN 2015 – 2019, 

yaitu memerkuat kehadiran negara dalam reformasi dan penegakan hukum.Sebagai 

aparat Presiden, seluruh kapasitas dan kapabilitas BPKP telah diamanatkan untuk 

melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pencapaian Sasaran Pokok 

Pembangunan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).Hasil penyelenggaraan 

pengawasan BPKP ditunjukkan oleh kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan 

negara dalam empat perspektifakuntabilitas yaitu: 

1. Akuntabilitas pelaporan keuangan negara 

Untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan Negara, BPKP melakukan 

reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan melakukan 

asistensi terkait dengan Laporan Keuangan (LK) Kementerian/Lembaga 

Pemerintah Non  Kementerian/Pemda 

(K/L/Pemda). Berdasarkan data hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan 

keuangan tahun 2013 sampai dengan akhir September 2014.Dari 87 

Kementerian/Lembaga (K/L) yang telah diaudit oleh BPK sebanyak 65 atau 

75,58% K/L memeroleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dari total 33 

provinsi sebanyak 16 atau 48,48% memeroleh opini WTP dan dari 491 

kabupaten/kota sebanyak 156 atau 31,77% memeroleh opini WTP. 

 

2. Akuntabilitas kebendaharaan umum negara dan pengelolaan aset 

Pengawasan akuntabilitas kegiatan kebendaharaan umum negara diprioritaskan 

untuk mengoptimalkan penerimaan dan penghematan pengeluaran keuangan 

negara. Hasil yang diperoleh adalah potensi penerimaan keuangan negara 

berasal dari pajak, bea cukai, dan PNBP sebesar Rp399,50 miliar, potensi 

penghematan pengeluaran keuangan negara sebesar Rp14,12 

triliun.Pengawasan juga dilakukan terhadap Bantuan Pemerintah Yang Belum 

Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) yang sudah dioperasikan oleh BUMN, tetapi 
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masih tercatat sebagai aset K/L. Tingginya capaian optimalisasi penerimaan dan 

besarnya potensi penghematan pengeluaran keuangan negara di atas masih bisa 

ditingkatkan di masa yang akan datang. 

3. Akuntabilitas Pewujudan Iklim bagi Kepemerintahan yang Baik dan 

Bersih 

Kualitas akuntabilitas perspektif ini difokuskan pada pengawasan yang bersifat 

preventif edukatif diantaranya melalui pendampingan penyelenggaraan SPIP, 

penerapan fraud control plan, sosialisasi program anti korupsi, asesmen GCG, 

penilaian BUMN Bersih, peningkatan kapabilitas APIP, fasilitasi peran 

Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) dan Asosiasi Auditor 

Forensik Indonesia (AAFI).Kegiatan pengawasan yang bersifat represif dalam 

rangka pemberantasan KKN dilakukan melalui kegiatan audit investigatif, audit 

dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian 

keterangan ahli.Dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pengelolaan 

keuangan dan penguatan SPIP, termasuk transfer of knowledge di bidang 

akuntansi dan pengawasan, BPKP juga telah menugaskan 323 pegawai untuk 

dipekerjakan, yaitu sebanyak 224 orang pada 46 K/L dan sebanyak 99 orang 

pada 68 Pemda. 

 

4. Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral 

Akuntabilitas pengelolaan program lintas sektoral difokuskan untuk menilai 

efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung 

prioritas pembangunan nasional. Kualitas akuntabilitas perspektif ini 

ditunjukkan oleh hasil pengawasan BPKP. Termasuk dalam monitoring atas 

implementasi BPJS Kesehatan untuk periode JanuariMaret 2014.Terhadap 32 

Rumah Sakit Vertikal (RSV), 192 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan 

1.174 puskesmas di 189 kabupaten/kota pada 34 provinsi menunjukkan bahwa 

kesiapan implementasi BPJS Kesehatan rumah sakit lebih baik dibandingkan 

dengan kesiapan puskesmas, ditunjukan dengan jumlah rujukan ke rumah sakit 

meningkat. 
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BAB III 
 

PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN 

 
A.  Bidang Kerja 

 
Kegiatan  Praktek   Kerja   Lapangan   dilaksanakan   di   Badan Pemeriksaan 

Keuangan dan Pembangun Kantor Pusat Jakarta, Jalan Pramuka Raya No.33 

Jakarta Timur. Aktivitas kegiatan Praktek Kerja Lapangan di Biro Keuangan – 

Bagian Perbendaharaan. Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan dimulai pada 

tanggal 09 Juli 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018 dengan total 40 hari kerja. 

Praktikan memiliki  jadwal  kerja    pada  hari  Senin  –  Jumat  pukul  08.00  s.d  

16.30. Adapun  Bagian Perbendaharaan dan Akuntasi mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan perbendaharaan, pelaksanaan verifikasi, dan akuntansi. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi 

menyelengarakan fungsi: 

a. Pelaksanaan urusan penerimaan, penyimpanan, pembayaran, dan 

penatausahaan  keuangan; 

b.  Pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendahaan dan tuntutan 

ganti rugi keuangan; 

c.   Pelaksaanaan verifikasi Keuangan    

d. Pelaksaanaan akuntansi dan penyususnan laporan keuangan  

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan 

penerimaan,penyimpanan,pembayaran,dan penatausahaan keuangan, serta  

penyelesaian tuntutan  perbendaharaan  dan tuntutan ganti rugi keuangan. 

Selama   kegiatan   Praktek   Kerja   Lapangan   berlangsung   praktikan 
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diberikan tugas untuk : 

 

1.   Melakukan penginputan rekapitulasi SPP PPh 21 

 
2.  Melakukan pengurutan daftar PPN, PPnBM, PPh  

 
3.   Melakukan perhitungan jumlah from pembayaran transaksi 

 
4.   Melakukan pengingputan daftar SPP dan SPM sesuai biro 

 

5. Mengarsipkan surat bukti penerimaan negara ke routing slip sesuai biro  

 

dan SPM  

 
B.  Pelaksanaan Kerja 
 

Pada pelakasanaan PKL untuk memahami bidang kerja dimana praktikan 

ditempatkan yaitu pada sbagian perbendaharaan, pada hari pertama 

penempatan praktikan di berikan arahan dan penjelasan mengenai bagian 

bagian apa saja yang terdapat di dalam biro keuangan, secara singkat mengenai 

tugas untuk masing-masing bagian yang ada. Selain itu, praktikan dikenalkan 

kepada kepala bagian  

Perbendaharaan dan Akuntansi yaitu pak sugeng dan para staf yang berada di  

bagian perbendaharaan.Praktikan  dikenalkan pada budaya instansi 

pemerintahan yang menjunjung sikap toleransi untuk setiap karyawannya yaitu 

menghormati segala perbedaan yang ada termasuk tempat asal, bahasa, budaya 

untuk menciptakan keharmonisan dalam lingkungan kerja. Selain itu budaya 

disiplin instansi ditunjukkan dengan senantiasa datang tepat waktu pada jam 

kerja. 
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Sikap positif yang terbentuk dalam lingkungan kerja tentunya untuk 

menciptakan kondisi kerja yang nyaman.Dalam mejalankan tugas yang 

diberikan, praktikan selalu diberikan arahan dalam melakukannya. 

Praktikan diminta untuk membantu pekerjaan staf subbagian akuntansi, adapun 

pekerjaan yang praktikan lakukan di bagian Perbendaharaan adalah:  

1. Melakukan penginputan rekapitulasi SPP PPh 21 

 

Pada awalnya pratikan diberikan beberapa file dokumen berisikan Surat 

Permintaam  Pembayaran( SPP). Selanjutnya, pratikan diminta untuk melakukan 

penginputan  rekapitulasi SPP PPh 21 tersebut dengan mengunakan Microsoft 

Excel di mulai dari bulan januari sampai dengan bulan juli. Rekapitulasi adalah 

suatu kegiatan meringkaskan data sehingga menjadi lebih berguna bentuk, susunan, 

sifat atau isinya dengan bantuan tenaga tangan atau bantuan suatu peralatan dan 

mengikuti rangkaian langkah, rumus, atau pola tertentu.Rekapitulasi SPP PPh 21 

ini di sesuaikan dan diurutkan berdasarkan bulan transaksinya serta biro yang 

mengeluarkannya. Langkah mengrekapitulasi SPP PPh 21 adalah sebagai berikut:  

 

1.memisahkan data SPP PPh 21dari data pajak yang lainya 

2.Mengurutkan SPP PPh 21 berdasarkan bulan dan tanggal transaksinya  

3.Menginput SPP PPh 21 kedalam Microsoft Excel mulai dari tanggal setor,  

4.Lalu, uraian yang merupakan keterangan biro yang mengluarkan SPP PPh 21 

tersebut 

5.Selanjuitnya menginput jumlah yang amerupakan saldo dari SPP PPh 21 tersebut 

 

2. Melakukan pengurutan daftar PPN, PPnBM, PPh 

 

Daftar PPN, PPnBM, PPh 21, PPh 22, dan PPh 23 yang sudah tercetak diurutkan  

berdasarkan jenis pajaknya serta tanggal transaksinya hal ini  bertujuan untuk 

mempermudah dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan pembayaran pajak. 
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3. Melakukan perhitungan jumlah from pembayaran transaksi 

 

Pratikan diberi tugas untuk menghitung jumlah form pembayaran transaksi yang di 

lakukan pada bagian perbendaharaan pengeluaran. From pembayaran ini 

merupakan catatan pengeluaran yang diminta oleh setiap biro di BPKP terhadap 

kegiatan  yang dilakukan seperti biaya konsumsi rapat dalam kantor dan biaya 

perjalanan dinas. From pembayaran transaki ini terdiri dari tanggal pengajuan from, 

no urut, unit kerja, nomor bukti SPP, tanggal bukti, jenis pembayaran, keterangan, 

jumlah bruto, potongan pajak, jumlah netto, dan tanda tangan. Pada from 

pembayaran transaki ini jumlah bruto dikurang dengan potongan pajak dengan 

hasilnya jumlah netto. Maka jumlah netto dan bruto harus seimbang. 

 

4. Mengarsipkan surat bukti penerimaan negara ke routing slip sesuai 

biro dan SPM  

Routing slip adalah Dokumen hasil kegiatan pengawasan dapat berupa: laporan 

hasil kegiatan pengawasan yang telah disetujui oleh pimpinan Unit, dan bukti 

penerimaan negara adalah bukti yang menjelaskan pembayaran dari SPP pajak yang 

dibayarkan. Bukti penerimaan negara ini dilampirkan pada routing slip sesuai 

dengan biro dan Surat Perintah Membayar (SPM), pada saat melampirkan pratikan 

harus meneliti dan memeriksa kebenaran dari bukti penerimaan negra dengan SPP 

maupun SPM, dimulai dari memeriksa biro atau unit yang mengeluarkan, jenis 

pembayaran, jumlah pembayaran,dan nomor yang harus sesuai antara bukti 

penerimaan negara dengan SPP atau SPM. Jika semuanya sudah sesuai dan benar 

maka pratikan akan melampirkan bukti penerimaan tersebut pada routing slip. 

 

5. Melakukan pengingputan daftar SPP dan SPM sesuai biro 

 

Pratikan diberikan box berupa routing slip dari berbagai biro. Selanjutnya, 

mengerjakan penginputan Surat perintah pembayaran (SPP) dan Surat Perintah 

Membayar (SPM) untuk bulan tertentu dengan mengunakan Microsoft Excel. 

Penginputan daftar SPP dan SPM ini bertujuan untuk mengetahui dokumen yang 
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sudah masuk kebagian perbendaharaan. Berikut ini adalah langkah penginputan 

daftar SPP dan SPM: 

1. Memisahkan routing slip berdasarkan biro  

2. Melakukan penginputan SPP dan SPM di mulai dari nomer urut  

3. Setelah nomer urut langkah selanjutnya adalah penginputan  unit  

4. Input nomer SPP dan tanggal transaksi SPP  

5. Input jumlah nominal yang tertera di SPP dan SPM  

6. Dan terakhir, input nomer SPM dan tanggal transaksi SPM 

C. Kendala Yang Dihadapi  

Dalam melaksanakan praktik kerja lapangan di Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan, praktikan berusaha mengerjakan pekerjaan 

dengan baik yakni pekerjaan diselesaikan tepat waktu dan dengan hasil yang 

memuaskan. Namun dalam melaksanakan pekerjaan, praktikan mengalami 

beberapa kendala yang mengganggu dan menghambat kelancaran dalam 

mengerjakan pekerjaan yang diberikan terhadap pratikan.  

1. Proses Input data rekapitulasi SPP PPh 21 yang memakan waktu karena data 

sebelumnya yang bercampur dengan SPP pajak yang lainnya. Dan tanggal 

yang tidak berurut pada file dokumen tersebut sehingga hal ini menghambat 

praktikan untuk menginput data rekapitulasi. 

2. Proses pengarsipan dokumen bukti penerimaan negara ke routing slip cukup 

memakan waktu karena banyak bukti penerimaan negara yang tidak sesuai 

dengan nomor SPP atau SPM. Dan sebaliknya juga banyak SPP atau SPM 

yang tidak sesuai dengan bukti negara yang telah di persiapkan untuk 

dilampirkan oleh pembimbing, sehingga proses pengarsipan tersebut 

terhambat dan membutuhkan waktu yang lama. 

3. Tidak adanya jobdesc atau uraian pekerjaan yang jelas untuk pemagang 

sehingga tidak adanya kejelasan pekerjaan yang harus dilakukan oleh  

praktikan ditempat PKL. Praktikan hanya akan bekerja saat ada yang 

meminta bantuan dan ketika praktikan inisiatif menawarkan bantuan.  
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D. Cara Mengatasi Kendala  

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi praktikan tersebut, maka 

langkah yang dilakukan oleh praktikan untuk mengatasinya adalah sebagai 

berikut:  

1. Mensortir SPP PPh 21 yang akan di input pada hari selanjutnya sesuai 

.dengan tanggal dan memisahkannya dari dokumen yang berisi banyak SPP 

lain, lalu menyusunnya sesuai dengan tanggalnya. Hal ini dilakukan untuk 

mempersingkat waktu pekerjaan prtikan. 

2. Sebelum melakukan pengarsipan pratikan memeriksa terlebih dahulu bukti 

penerimaan negara yang akan di arsip ke routing slip apakah sesuai dengan 

SPP atau SPM yang ada, jika tidak ada maka pratikan akan mencari bukti 

penerimaan negara tersebut kepada permbimbing apakah sudah tercetak 

atau belum. Hal ini dilakuklan untuk mempercepat proses pengarsipan ke 

routing slip.  

3. Susun jobdesc untuk pemagang  

  Menurut  Siswanto (2002) Job Description (jobdesc) merupakan 

suatu rincian perkerjaan yang berisi informasi menyeluruh tentang tugas 

atau kewajiban, tanggungjawab, dan kondisi-kondisi yang diperlukan 

apabila pekerjaan tersebut dikerjakan. Rincian perkerjaan ini dapat 

menjelaskan mengapa adanya suatu pekerjaan, kondisinya, hubungan 

dengan bagian lain,  dan tanggungjawab dari pekerjaan tertentu.berikut ini 

adalah manfaat dari jobdesc:  

1. Mengoptimalkan peran dan tanggung jawab perkerja 

2. Memotivasi dan meningkatkan kemampuan pekerja 

3. Meningkatkan rasa tanggung jawab perkeja  

4. Menempatkan seseorang pada bagaian yang tepat  

5. Sebagai batasan untuk menunjang mencapai visi dan misi organisasi 

Contoh uraian dari job description yaitu: 

1. Hubungan dengan biro lain atau departemen lain 

2. Tugas dalam sebuah bidang 

3. Tanggungjawab pekerjaan 
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4. Lokasi pekerjaan 

5. Kondisi pekerjaan 

Berikut adalah contoh uraian dari kegiatan job description.Dengan 

adanya job description ini membuat perkerjaan yang akan kita kerjakan 

menjadi lebih jelas dan tersusun. Tentunya kita mengetahui apa yang 

menjadi tanggungjawab kita dalam bekerja. 
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BAB IV 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini sangat bermanfaat dan 

membantu mahasiswa dalam mengenal dunia kerja yang sebenarnya, karena 

mahasiswa dituntut untuk terjun langsung dalam melakukan pekerjaan. Dalam 

kesempatan ini pun mahasiswa dapat menerapkan ilmu-ilmu yang didapat dari 

bangku kuliah untuk dapat diterapkan secara langsung dilapangan. 

Setelah melakukan PKL di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP), praktikan mengetahui proses sistem keuangan yang ada di instansi 

pemerintahan. Praktikan memahami bahwa akuntansi pemerintah berbeda 

dengan akuntansi di sektor publik.. 

Selama dua bulan praktikan melakukan Praktek Kerja Lapangan di Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), praktikan dapat 

menyimpulkan bahwa kegiatan PKL ini sangat berguna dimana: 

1. Praktikan dapat menerapkan pengetahuan yang dimiliki karena 

berhubugandengan bidang akuntansi pemerintah, yang didapat selama kegiatan 

perkuliahan denganbidang kerja yang dijalani 

2. Praktikan dapat mengetahui etos kerja dan bagaimana kondisi lingkungan dunia 

kerja yang sebenarnya 

3. Praktikan menyadari kekurangan yang dimiliki selama pelaksanaan PKL, 

sehingga dapat mengetahui hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan kelak 

ketika ingin bekerja khususnya jika di instansi pemerintahan 

B. Saran 

Saran yang dapat diberikan praktikan sesuai dengan pengalaman yang 

telah diterima yaitu: 

1) Bagi Mahasiswa yang Akan Melakukan PKL Selanjutnya 
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a) Mahasiswa sebaiknya banyak mencari informasi mengenai 

perusahaan/instansi yang dituju 

b) Terus menggali ilmu pengetahuan sesuai jurusan kuliah supaya nantinya 

pada saat melakukan pekerjaan sudah mengetahui apa maksud dan 

tujuan pekerjaan tersebut 

2) Bagi Fakultas Ekonomi UNJ 

a) Memiliki rekomendasi perusahaan/instansi pemerintah yang sebaiknya 

dipilih mahasiswa 

b) Terus menjaga hubungan baik dengan perusahaan/instansi pemerintahan 

tempat mahasiswa melakukan PKL agar nantinya memudahkan lulusan 

FE pada saat ingin memasukan lamaran pekerjaan. 

c) Memberikan semacam sosialisasi atau pegarahan sebelum mahasiswa 

melakukan PKL 

3) Bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

a) Penulis berharap agar BPKP lebih banyak memberi kesempatan bagi 

mahasiswa untuk melakukan kegiatan PKL 

b) Bisa terus menjalin hubungan baik dan bisa memberikan kesempatan 

bagi mahasiswa untuk bekerja pada kantor BPKP setelah menyelesaikan 

masa studi S1 
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Lampiran-lampiran 

Lampiran 1: surat permohonan PKL 
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lampiran 2 : surat pelaksanaan PKL 
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lampiran 3 : dokumentasi perkerjaan pratikan 

1. Lembar kerja rekapitulasi SPP 

 

2. Lembar kerja daftar SPM  
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Lampiran 4: Absensi PKL 
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Lampiran 5: Kegiatan PKL 

No Tgl Jenis Aktivitas 

1 Senin, 09 juli 2018 Mempelajari gambaran umum Badan Pengawasan Keuangan 

dan Pembangunan  

  Mempelajari gambaran umum Departemen Keuangan 

  Mempelajari gambaran umum Divisi Perbendaharaan  

2 Selasa,10 juli 2018 Melakukan penginputan rekapitulasi SPP PPh 21 bulan 

Febuari 
 

  Melakukan penginputan rekapitulasi SPP PPh 21 bulan 

Maret 
 

 3  Rabu, 11 juli 2018 Melakukan penginputan rekapitulasi SPP PPh 21 bulan April 
2018 

   Melakukan penginputan rekapitulasi SPP PPh 21 bulan Mei 

2018 

 4  Kamis, 12 juli 2018 Melakukan penginputan rekapitlasi SPP PPh 21 bulan Juni 

 5  Jumat , 13 juli 2018  Melakukan pengurutan daftar PPN dan PPnBM 

  Melakukan pengurutan daftar PPh 22 

  Melakukan daftar pengurutan PPh 23 



30 

 

 

 

 6   Senin, 16 juli 2018  Melakukan pengarsipan SSP PPn dan PPn BM lampiran 1 

  Melakukan pengarsipan SSP  PPh 22 Lampiran 3 

  Melakukan pengarsipan SSP PPh 23 Lampiran 3 

 

 

 

7 Selasa, 17 juli 2018 Melakukan penginputan rekapitulasi pajak bulan juli 

8 Rabu, 18 juli 2018 Melakukan pengurutan routing slip  

9 Kamis, 19 juli 2018 Melakukan perhitungan jumlah from pembayaran transaksi  

 10 

 

 Jumat, 20 juli 2018 Mengarsipkan surat bukti penerimaan negara ke routing slip 

sesuai biro 

  Memeriksa bukti penerimaaan negara sesuai dengan tanggal 

SPM   

 11  Senin, 23 juli 2018 Melakukan penginputan daftar SPP dan SPM  sesuai dengan 

biro 

 

12 Senin, 24 juli 2018 Mengarsipkan dokumen routing slip sesuai dengan nomor 

pada SPM  

 

 

 13  Rabu, 25 juli 2018 Mengarsipkan surat bukti penerimaan negara ke routing slip 
sesuai biro 

 

 14  Kamis, 26 juli 2018  Mengarsipkan surat bukti penerimaan negara ke routing slip 

sesuai biro 
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15 Jumat, 27 juli 2018  Mengarsipkan surat bukti penerimaan negara ke routing slip 

sesuai biro 

 

 16   Senin, 30 juli 2018  Mengarsipkan dokumen routing slip sesuai dengan nomor 

pada SPM  
 

 17  Selasa,31 juli 2018  Melakukan pengurutan routing slip 

 18  Rabu, 01 agustus 

2018  

  Mengarsipkan surat bukti penerimaan negara ke routing slip 

sesuai biro 

 19  Kamis, 02 agustus        

2018  

 Mengarsipkan surat bukti penerimaan negara ke routing slip 
sesuai biro 

 20 Jumat, 03 agustus 

2018 

Melakukan penginputan daftar SPP dan SPM  tahun 2017 

 21  Senin, 06 agustus 

2018 

Mengarsipkan dokumen routing slip sesuai dengan nomor 

pada SPM  
 

 22 Selasa, 07 agustus 

2018 

Melakukan pengurutan daftar PPh 22 

 23  Rabu, 08 agustus 

2018  

Melakukan daftar pengurutan PPh 23 

 24  Kamis, 09 agustus        

2018  

IZIN 

 25 Jumat, 10 agustus 

2018 

Melakukan pengurutan daftar PPh 22 &PPh 23 

 26  Senin, 13 agustus 

2018 

Mengarsipkan dokumen routing slip sesuai dengan nomor 

pada SPM  

 

 27 Selasa, 14 agustus 
2018 

Melakukan pengurutan daftar PPh 22 

 28  Rabu, 15 agustus 

2018  

Melakukan daftar pengurutan PPh 23 

 29  Kamis, 16 agustus        

2018  
Melakukan penginputan daftar SPP dan SPM  sesuai dengan 

biro POLHUKAM 
 

 30 Jumat, 17 agustus 

2018 

LIBUR HARI KEMERDEKAAN 

 31  Senin, 20 agustus 

2018 

 Mengarsipkan dokumen routing slip sesuai dengan nomor  

pada SPM  
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 32 Selasa, 21 agustus 

2018 

Mengarsipkan dokumen routing slip sesuai dengan nomor 

pada SPM  
 

 33  Rabu, 22 agustus 

2018  

Mengarsipkan dokumen routing slip sesuai dengan nomor 

pada SPM  

 

 34  Kamis, 23 agustus        

2018  
Melakukan penginputan daftar SPP dan SPM  sesuai dengan 

biro 
 

 35 Jumat, 24 agustus 

2018 

Mengarsipkan dokumen routing slip sesuai dengan nomor 

pada SPM  
 

 36  Senin, 27 agustus 

2018 
Melakukan penginputan daftar SPP dan SPM  sesuai dengan 

Biro Umum Mutasi 
 

37 Selasa, 28 agustus 
2018 

Mengarsipkan dokumen routing slip sesuai dengan nomor 
pada SPM  

 

 38  Rabu, 29 agustus 

2018  
Melakukan penginputan daftar SPP dan SPM  sesuai dengan 

biro 
 

 39  Kamis, 30 agustus        

2018  
Melakukan penginputan daftar arsip PKD 
 

 40 Jumat, 31 agustus 

2018 

Perpisahan dan penutupan kegiatan PKL 
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Lampiran 6: Lembar Penilaian PKL 
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Lampiran 7 : Kartu Bimbingan Konsultasi PKL 
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Lampiran 8: Dokumentasi Kegiatan PKL 

 

      

 



36 
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38 
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Lampiran 9 : Lembar Saran dan Perbaikan 

 


